
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR: Q TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 tahun 2005 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 
tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2005 
menyebutkan bahwa dalam ha! Pemerintah Daerah 
belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan 
atau Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 
perumahan; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 
12 Tahun 2013 tentang Tunjangan Perumahan bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai 
dengan kondisi perekonomian saat ini sehingga perlu 
disesuaikan 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara 
Nomor 4 tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan 
Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 4 7 Prp. Tahun 1960 ten tang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah 
pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005 Nomor 
1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara;(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2007 Nomor 11 ); 



Menetapkan 

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2008 Nomor 2): 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 
2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2014 Nomor 14 ); 

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 
2010 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Serita Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2010 Nomor 4 ); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN 
PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI 
TENGGARA 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur 
Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2010 Tentang 
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Serita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 
Nomor 4) di ubah sebagai berikut : 

1 Ketentuan pasal 2 ayat (2) diubah sehingga pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut; 

Pasal 2 
(1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD 

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Tunjangan yang 
diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Anggota DPRD yang belum disediakan 
Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota 
DPRD. 

(2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

a. Ketua DPRD sebesar : Rp. 9.000.000,- (Sembilan 
Juta Rupiah) perorang/perbulan 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.750.000,- 
(Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu 
Rupiah) perorang/ perbulan 

c. Anggota DPRD sebesar : Rp.8.500.000,- (Delapan 
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perorang/perbulan. 



PAP 

(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap, 
sehingga besaran tunjangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sudah termasuk PPh Pasal 21. 

2 Dengan ditetapkannya peraturan ini maka perturan 
Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2010 
tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 
Januari 2015. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara. 
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Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal, 2015 
SE 
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Pada tanggal 

GUBERNUR S 
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LUKMAN ABUNAWAS 

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR ... 


